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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan
ideologi Pancasila dalam konteks kehidupan politik di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara,
memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun narasi komunikasi politik yang
demokratis, inklusif, dan mengedepankan keadilan sosial. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis
terhadap penerapan setiap sila dalam Pancasila dalam praktik komunikasi politik yang bertujuan untuk
membentuk persepsi publik yang positif, mengurangi polarisasi, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan library research, yang mengandalkan studi pustaka, dokumen, serta berbagai referensi
terkait dengan teori komunikasi politik dan ideologi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komunikasi politik yang beretika harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti menghormati
keberagaman, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Implementasi etika narasi komunikasi politik berlandaskan Pancasila dapat
memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mendorong tercapainya
kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap aktor politik, baik politisi, media,
maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam membangun narasi yang berlandaskan
Pancasila untuk menciptakan komunikasi politik yang lebih beretika. Penerapan prinsip-prinsip
Pancasila dalam narasi politik dapat mengurangi ketegangan sosial dan mendorong tercapainya tujuan
bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bersatu.

Kata Kunci: Etika, Narasi, Komunikasi Politik, Ideologi Pancasila.
Abstract

This study aims to examine the ethics of political communication narratives based on the
Pancasila ideology in the context of political life in Indonesia. Pancasila, as the foundation of the state,
has values that can be used as guidelines in building a democratic, inclusive, and social justice-oriented
political communication narrative. In this study, an analysis was conducted on the application of each
principle in Pancasila in political communication practices that aim to form positive public perceptions,
reduce polarization, and increase community participation in the political process. The research method
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used is qualitative research with a library research approach, which relies on literature studies,
documents, and various references related to political communication theory and the Pancasila
ideology. The results of the study indicate that ethical political communication must reflect the values
of Pancasila, such as respecting diversity, upholding deliberation and consensus, and fighting for social
justice for all Indonesian people. The implementation of the ethics of political communication narratives
based on Pancasila can strengthen national unity, improve the quality of democracy, and encourage the
achievement of social welfare. This study concludes that every political actor, be it politicians, media,
or society, has a great responsibility in building a narrative based on Pancasila to create more ethical
political communication. The application of Pancasila principles in political narratives can reduce social
tensions and encourage the achievement of common goals, namely realizing a just, prosperous, and
united Indonesia.

Keywords: Ethics, Narrative, Political Communication, Pancasila Ideology.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, terutama di negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku seperti Indonesia.
(T. P. Pureklolon, 2016). Di Indonesia, yang mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara, narasi
komunikasi politik seharusnya selalu berpedoman pada nilai-nilai mulia yang terkandung
dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai
pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi politik (T. T.
Pureklolon, 2020). Namun, dalam penerapannya, narasi komunikasi politik sering menghadapi
berbagai tantangan kompleks, seperti munculnya polarisasi, penyebaran hoaks, serta perbedaan
penafsiran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Zuhdi, 2020a). Oleh karena
itu, penting untuk memahami etika narasi komunikasi politik yang sesuai dengan ideologi
Pancasila.

Indonesia sebagai negara yang mengusung sistem demokrasi, memerlukan komunikasi
politik yang mampu menjaga kestabilan sosial dan menghindari ketegangan antar kelompok
yang berbeda (Badrun, 2022). Dengan populasi yang sangat beragam, komunikasi politik
sering kali menjadi sarana untuk merangkul atau bahkan memecah belah berbagai kelompok
tersebut. Terkadang, narasi komunikasi politik yang digunakan oleh aktor-aktor politik tidak
sesuai dengan semangat Pancasila, seperti menonjolkan perbedaan yang ada daripada
mempererat persatuan (Shahreza, 2018). Oleh karena itu, penelitian mengenai etika
komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila sangat penting untuk menilai sejauh mana
nilai-nilai Pancasila tercermin dalam narasi yang dibangun oleh aktor politik.

Secara historis, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia lahir dari hasil
musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Indonesia pada masa awal
kemerdekaan (Mahardika, 2018). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan
keadilan sosial dan kesatuan bangsa. Namun, implementasi dari nilai-nilai Pancasila sering kali
terhambat oleh dinamika politik yang berkembang, seperti perbedaan kepentingan antar partai
politik, kelompok masyarakat, atau bahkan individu (Mali & Fransiskus, 2024). Dalam
komunikasi politik, seringkali terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya disampaikan dan
kenyataan di lapangan, di mana narasi yang dibangun lebih sering memprioritaskan
kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan.
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Komunikasi politik yang tidak beretika, misalnya dengan menyebarkan informasi yang
menyesatkan atau memperuncing perbedaan, jelas bertentangan dengan prinsip Pancasila, yang
mengutamakan musyawarah dan mufakat. Polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat
Indonesia sering kali disebabkan oleh penggunaan narasi politik yang mengedepankan
perbedaan, ketegangan, dan saling serang antar pihak (Heryanto, 2020). Pada titik ini, Pancasila
sebagai ideologi yang menekankan persatuan dan kerukunan, menjadi landasan yang sangat
relevan untuk menata ulang pola komunikasi politik di Indonesia.

Selain itu, etika narasi komunikasi politik juga menjadi isu yang semakin kompleks
dengan berkembangnya teknologi informasi. Sifat penyebaran informasi yang sangat cepat
melalui media sosial menyebabkan kebenaran dan kebohongan seringkali tercampur, sehingga
memengaruhi cara pandang masyarakat. Hoaks dan berita bohong semakin sering ditemukan,
terutama dalam situasi politik yang penuh dengan ketegangan (Suharyanto, 2019). Dalam
konteks ini, ideologi Pancasila yang mengedepankan kejujuran dan keadilan sosial harus
dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa komunikasi politik yang terjadi dapat memajukan
kepentingan umum, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi
sebagai landasan komunikasi politik. Pandangan ini muncul karena adanya kecenderungan
untuk mengedepankan nilai-nilai pragmatis yang dianggap lebih sesuai dengan situasi politik
kontemporer (Noor, 2016). Namun sebenarnya, Pancasila tetap relevan karena nilai-nilai
universalnya, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, merupakan nilai yang tidak hanya
berlaku di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia (Zuchron, 2021). Karena itu, sangat penting
untuk menggali lebih dalam bagaimana narasi komunikasi politik di Indonesia seharusnya
berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, sehingga komunikasi tersebut dapat
menghasilkan situasi politik yang sehat dan kondusif.

Tantangan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan
menganalisis narasi-narasi komunikasi politik yang mengandung elemen-elemen etika serta
kesesuaian dengan Pancasila. Narasi komunikasi politik yang bertanggung jawab harus mampu
menghindari penyebaran kebencian, diskriminasi, atau penghasutan yang dapat merusak
persatuan bangsa (Umar, 2021). Di sisi lain, komunikasi politik juga harus bisa menciptakan
ruang bagi dialog dan musyawarah yang menghargai perbedaan dan berorientasi pada solusi
yang adil bagi seluruh masyarakat.

Perlu juga diperhatikan bahwa etika dalam narasi komunikasi politik tidak hanya
berlaku pada komunikasi yang dilakukan oleh politisi, tetapi juga melibatkan media massa
sebagai agen penyebar informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena media sosial telah
merubah lanskap komunikasi politik, di mana setiap orang kini memiliki akses untuk
menyebarkan informasi (Khatimah et al., 2024). Hal ini mengharuskan adanya kehati-hatian
dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Apakah narasi yang
disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ataukah malah memperburuk keadaan
dengan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu
dijawab dalam penelitian ini.

Selain itu, perlu dilakukan kajian mengenai peran lembaga-lembaga negara, seperti
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, dalam memastikan etika komunikasi
politik tetap terjaga di media massa. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk
mengatur dan mengawasi komunikasi politik yang terjadi, terutama di media massa dan media
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sosial (Al Azis, 2021). Melalui pengawasan yang ketat, mereka dapat memastikan bahwa narasi
komunikasi politik yang berkembang di masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Seiring dengan perkembangan demokrasi yang semakin dinamis, peran komunikasi
politik juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian mengenai etika narasi komunikasi
politik yang berlandaskan Pancasila akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan
sistem politik Indonesia yang lebih sehat dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi praktis bagi para aktor politik, media, dan masyarakat untuk
berkomunikasi dengan etika dan tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Pada akhirnya, penting untuk menyadari bahwa narasi komunikasi politik
bukan hanya alat untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga sarana untuk membangun
kesadaran kolektif yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam
konteks inilah, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana etika narasi
komunikasi politik yang berlandaskan ideologi Pancasila dapat menciptakan situasi politik
yang lebih inklusif, adil, dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis yang
berkaitan dengan topik penelitian (Mahanum, 2021). Dalam konteks ini, penelitian akan
menggali literatur-literatur yang berkaitan dengan etika komunikasi politik, ideologi Pancasila,
serta hubungan antara keduanya. Berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen negara, dan
laporan penelitian yang membahas komunikasi politik, prinsip etika dalam politik, serta nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai bagaimana narasi komunikasi politik di Indonesia seharusnya
dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Melalui library research, peneliti akan melakukan kajian terhadap teori-teori
komunikasi politik dan etika dalam komunikasi, serta mendalami interpretasi ideologi
Pancasila dalam konteks komunikasi politik di Indonesia. Penelitian ini juga akan
membandingkan berbagai pandangan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam
komunikasi politik serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat
mengenai bagaimana etika narasi komunikasi politik dapat dijaga dan disesuaikan dengan
ideologi Pancasila di tengah dinamika politik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses penyebaran informasi, pesan, dan gagasan yang
berkaitan dengan politik antara para aktor politik, media, dan masyarakat (Muslimin, 2019).
Tujuan utama komunikasi politik adalah untuk membentuk opini publik, memengaruhi
perilaku politik, serta memperkuat atau mengubah sikap dan pandangan politik masyarakat
(Sarihati et al., 2022). Dalam komunikasi politik, informasi disampaikan melalui berbagai
saluran, seperti media massa, media sosial, pidato politik, atau debat publik, untuk mencapai
efek yang diinginkan oleh aktor politik, seperti memenangkan pemilu atau mendukung
kebijakan tertentu (Heryanto, 2018).

Kerjasama antara Program Studi llmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung & ISKI



65 Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila

Berbagai teori dalam komunikasi politik membantu untuk memahami bagaimana
pesan-pesan politik disampaikan dan diterima. Teori agenda setting, misalnya, menunjukkan
bagaimana media dapat mempengaruhi agenda politik dengan menentukan isu-isu apa yang
akan dibicarakan dan diprioritaskan oleh publik (Ardila et al., 2024). Media memiliki peran
penting dalam memberi fokus pada masalah-masalah tertentu, yang kemudian mempengaruhi
persepsi publik terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, teori spiral keheningan menjelaskan bahwa
individu yang merasa pendapatnya berbeda dari mayoritas cenderung memilih untuk diam,
karena takut mendapat isolasi sosial. Ini menciptakan kesan bahwa opini mayoritas lebih
dominan daripada yang sebenarnya (Hadi et al., 2020).

Teori lain yang relevan dalam komunikasi politik adalah teori framing, yang berfokus
pada cara media dan aktor politik membingkai isu tertentu untuk mempengaruhi cara publik
memahami masalah tersebut (Widyaya & Setiawan, 2023). Framing dapat merujuk pada cara-
cara tertentu dalam penyajian informasi, yang dapat menekankan aspek positif atau negatif dari
sebuah isu. Misalnya, media dapat memilih untuk menggambarkan kebijakan pemerintah
sebagai "langkah besar menuju kemajuan™ atau sebagai "kebijakan kontroversial yang
menambah ketidakadilan," yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan
tersebut. Teori-teori ini membantu menjelaskan dinamika dalam komunikasi politik yang
terjadi antara media, politisi, dan publik.

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah dasar filosofi yang menyatukan
bangsa Indonesia dalam keberagaman, mencakup agama, suku, budaya, serta pandangan hidup
(Zuchron, 2021). Pancasila tidak hanya berperan sebagai panduan moral dan etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam sistem pemerintahan,
hukum, serta interaksi sosial. Kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai mulia yang
menekankan pentingnya persatuan, keadilan sosial, demokrasi, serta penghormatan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan (Novitasari et al., 2023). Dalam konteks ini, Pancasila bertujuan untuk
membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan adil, menyelesaikan perbedaan yang ada di
masyarakat, serta menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas utama.

Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu bagi
bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman (Pattipeilohy & Saingo, 2023). Dalam
sejarahnya, Pancasila dirancang sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada
dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya (Husna &
Najicha, 2023). Dengan menekankan sila pertama yang mengakui adanya Tuhan yang Maha
Esa, sila kedua yang menghormati kemanusiaan, serta sila ketiga yang mengedepankan
persatuan, Pancasila menjadi dasar yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di
Indonesia. Ideologi ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan
individu dengan kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pancasila juga mencerminkan demokrasi yang berpihak pada rakyat, di mana setiap
kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan
mengutamakan kesejahteraan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan keadilan dalam
pembagian kekayaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi dalam
kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera, yang menjaga harmoni antarindividu dan kelompok dalam kerangka
kebangsaan (Trisno et al., 2024).
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Narasi Komunikasi Politik Dalam Konteks Pancasila

Dalam kerangka ideologi Pancasila, narasi komunikasi politik seharusnya menonjolkan
nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam
berkomunikasi. Nilai-nilai tersebut meliputi penghargaan terhadap kemanusiaan, persatuan,
demokrasi, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya,
komunikasi politik di Indonesia sering kali menghadapi tantangan untuk tetap konsisten
dengan prinsip-prinsip tersebut (Sofiyana et al., 2021). Salah satu tantangan utama adalah
bagaimana menyeimbangkan kepentingan politik individu atau kelompok dengan kepentingan
kolektif bangsa. Dalam beberapa kasus, narasi politik lebih mengedepankan kepentingan
jangka pendek atau golongan tertentu, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan
konflik, terutama dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia (Rahman, 2020).

Ketidaksesuaian narasi komunikasi politik dengan nilai-nilai Pancasila terlihat jelas
dalam praktik politik yang sering kali mengedepankan retorika yang bersifat provokatif dan
memecah belah. Polarisasi politik yang terjadi di ruang publik, baik melalui media sosial
maupun kampanye politik, seringkali lebih mengarah pada eskalasi perbedaan daripada
menjembatani persatuan (Nurhaidah, n.d.). Hal ini bertentangan dengan sila ketiga Pancasila,
"Persatuan Indonesia,” yang mengharuskan komunikasi politik untuk memperkuat rasa
kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi narasi politik
yang berkembang untuk mengedepankan nilai musyawarah dan mufakat, sesuai dengan Sila
keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan
politik.

Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila

Etika dalam komunikasi politik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pesan
yang disampaikan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga selaras dengan
prinsip-prinsip moral dan sosial yang lebih umum. Dalam hal ini, etika komunikasi politik yang
berdasarkan Pancasila mengharuskan adanya kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan
terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Politisi, sebagai aktor utama dalam komunikasi politik, harus
mempertimbangkan dampak dari setiap narasi yang mereka bangun, terutama dalam
menyampaikan informasi kepada publik (Putra, 2019). Kejujuran dalam menyampaikan fakta
dan data yang akurat sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang
menyesatkan, seperti hoaks dan berita palsu, yang dapat merusak tatanan sosial dan demokrasi.

Selain itu, komunikasi politik yang beretika harus menghindari segala bentuk ujaran
kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Komunikasi yang inklusif,
yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan pandangan politik, lebih sesuai dengan nilai
Pancasila yang mengutamakan penghargaan terhadap kemanusiaan dan keragaman (Chang &
Cap, 2018). Dalam hal ini, prinsip sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab," harus tercermin dalam setiap narasi yang disampaikan oleh aktor politik. Etika dalam
komunikasi politik juga menuntut agar narasi yang dibangun memperhatikan keberlanjutan
jangka panjang, dengan tidak hanya mengejar tujuan jangka pendek yang merugikan kelompok
atau pihak lain, tetapi juga berfokus pada kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia.

a. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila
Pertama
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Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila

Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa,” memiliki peran
fundamental dalam membentuk etika narasi komunikasi politik di Indonesia. Sila ini
menegaskan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan kebebasan
beragama dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dalam konteks komunikasi politik,
prinsip ini menuntut narasi yang mengedepankan nilai-nilai religius yang bersifat
inklusif, menghormati semua pemeluk agama, dan menghindari diskriminasi atau
penyalahgunaan agama dalam politik. Oleh karena itu, narasi komunikasi politik yang
berlandaskan sila pertama harus dapat menciptakan ruang bagi dialog yang
membangun, tanpa ada upaya untuk memanfaatkan agama demi kepentingan politik.

Salah satu aspek etika utama yang terkandung dalam sila pertama adalah
penghormatan terhadap kebebasan beragama (Ohoiwutun, 2018). Dalam narasi
komunikasi politik, ini berarti bahwa aktor politik harus memastikan bahwa pesan yang
disampaikan tidak mengandung unsur yang dapat merendahkan atau mendiskreditkan
agama atau keyakinan tertentu. Kampanye politik yang berbasis agama, misalnya,
harus mengedepankan prinsip saling menghormati dan toleransi antar umat beragama,
tanpa memanfaatkan sentimen keagamaan untuk memenangkan dukungan politik
(Asrori, 2017). Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika harus senantiasa
menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap
keyakinan orang lain.

Selanjutnya, dalam penerapan etika komunikasi politik berlandaskan sila
pertama, penting bagi politisi dan media untuk menghindari narasi yang mengandung
ujaran kebencian berbasis agama (Luthfi, 2018). Seringkali, dalam situasi politik yang
tegang, beberapa pihak mencoba memanfaatkan perbedaan agama untuk membangun
polarisasi sosial (Kuswandoro, 2023). Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang
merusak persatuan bangsa, yang jelas bertentangan dengan nilai Pancasila. Oleh karena
itu, narasi yang dibangun harus menekankan pada persatuan dalam perbedaan, serta
menghargai hak setiap individu untuk memeluk agama dan keyakinannya tanpa adanya
intimidasi atau diskriminasi.

Penting juga untuk dicatat bahwa sila pertama menuntut adanya pemahaman
yang mendalam tentang spiritualitas yang meresapi kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebagai bagian dari etika komunikasi politik, narasi yang dibangun tidak hanya harus
mengedepankan toleransi, tetapi juga harus menyentuh dimensi kemanusiaan yang
lebih dalam. Dengan kata lain, narasi komunikasi politik harus mampu menyentuh
nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, yang berakar pada ajaran agama
masing-masing, namun disampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh semua
pihak, tanpa memperburuk polarisasi.

Etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila pertama Pancasila juga
memerlukan keterlibatan aktif media dalam menjaga pesan-pesan yang disampaikan.
Media memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya
menjaga etika dalam berkomunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu
keagamaan (Trisiana et al., 2023). Sebagai contoh, media harus bertanggung jawab
dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang tidak mengandung unsur provokatif
atau yang dapat menyinggung perasaan agama atau kelompok tertentu. Dalam hal ini,
media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang
disebarluaskan mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.
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Dalam prakteknya, tantangan terbesar dalam penerapan etika komunikasi
politik berdasarkan sila pertama adalah munculnya ekstremisme atau radikalisasi yang
menggunakan agama sebagai alat politik. Ada beberapa pihak yang dengan sengaja
menggunakan agama untuk membangun kekuatan politik dengan cara-cara yang tidak
beretika, seperti menyebarkan kebencian, fitnah, atau bahkan menghasut kekerasan atas
nama agama (Umar, 2021). Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila yang menekankan kedamaian, persatuan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu,
penting bagi setiap aktor politik untuk menjaga agar narasi komunikasi politik yang
mereka sampaikan tetap berfokus pada prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam
sila pertama, dan tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah.

Terakhir, meskipun tantangan dalam menerapkan etika komunikasi politik
berlandaskan sila pertama Pancasila sangat besar, peluang untuk menciptakan
komunikasi politik yang damai dan berbasis pada nilai kebersamaan masih sangat
terbuka. Untuk itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu
diperkuat, agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya komunikasi yang
mengedepankan rasa saling menghormati. Dalam konteks ini, politisi dan tokoh agama
juga harus memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya memelihara keharmonisan sosial, dengan menjunjung tinggi prinsip
"Ketuhanan yang Maha Esa" dalam setiap narasi yang dibangun. Dengan demikian,
etika komunikasi politik yang berlandaskan sila pertama Pancasila dapat menciptakan
ruang bagi masyarakat yang lebih adil, damai, dan bersatu.

b. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila kedua

Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,"
mengandung makna yang sangat penting dalam membentuk etika narasi komunikasi
politik di Indonesia. Sila ini mengharuskan setiap narasi komunikasi politik yang
disampaikan oleh aktor politik, media, dan masyarakat untuk mencerminkan nilai-nilai
kemanusiaan yang mengutamakan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia,
serta menghindari diskriminasi (Suarlin & Fatmawati, 2022). Dalam konteks
komunikasi politik, narasi yang berlandaskan sila kedua harus memastikan bahwa
setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan adil tanpa adanya ketidakadilan
sosial, diskriminasi rasial, atau penindasan berdasarkan status sosial.

Narasi komunikasi politik yang beretika, sesuai dengan sila kedua Pancasila,
memprioritaskan hak asasi manusia dalam setiap pesan yang disampaikan. Hal ini
berarti bahwa setiap kampanye politik atau pernyataan publik dari para politisi harus
menjaga integritas dan martabat individu. Tidak boleh ada ruang untuk narasi yang
merendahkan kelompok tertentu atau menstigma individu berdasarkan latar belakang,
agama, etnis, atau orientasi politik. Keberagaman harus diterima dan dihargai dalam
narasi politik yang dibangun, serta dijadikan sebagai kekuatan untuk menciptakan
masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis (Rasyid et al., 2024). Oleh karena itu,
komunikasi politik harus menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan segala bentuk
pemecahan belah yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Selain itu, sila kedua menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam narasi
komunikasi politik, hal ini berarti bahwa setiap kebijakan atau keputusan politik yang
diambil harus berfokus pada pemerataan hak, akses, dan kesempatan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Etika dalam komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua
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Pancasila harus dapat mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian sumber daya,
peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas publik (Iswardhana, 2020). Kampanye politik
yang mengedepankan keadilan sosial akan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak
kelompok yang paling terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-
anak, dan kelompok difabel. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun
golongan yang merasa terabaikan atau ditindas dalam proses politik.

Penerapan etika komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua juga
membutuhkan kesadaran akan pentingnya proses demokrasi yang berkeadilan. Setiap
narasi politik yang dibangun harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap individu
atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Hal ini sejalan
dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua, yang mengharuskan agar
tidak ada diskriminasi dalam pemberian hak politik, baik dalam pemilihan umum,
pengambilan keputusan publik, maupun dalam kebebasan berbicara dan berkumpul
(Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Narasi politik yang mengedepankan etika ini akan
mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan.

Namun, meskipun sila kedua menuntut penerapan keadilan dalam setiap aspek
kehidupan, tantangan dalam implementasinya sangat besar. Politik identitas, misalnya,
dapat mengarah pada ketidakadilan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana.
Beberapa narasi komunikasi politik dapat memperburuk ketegangan sosial dengan
menciptakan sekat-sekat identitas yang memisahkan kelompok satu dengan kelompok
lainnya (Fautanu, 2025). Karena itu, sangat penting bagi setiap aktor politik untuk
mengutamakan nilai-nilai persatuan dan keharmonisan, serta menghindari politik yang
bersifat eksklusif atau memperburuk perbedaan.

Dalam konteks media massa, etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan
sila kedua juga memerlukan keterlibatan aktif untuk memastikan bahwa informasi yang
disampaikan tidak menambah ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Media memiliki
tanggung jawab moral untuk menyajikan berita dan narasi yang objektif, adil, dan
menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kecemasan, kebencian,
atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu (Taufik & Suryana, 2022). Penyiaran
informasi yang adil dan berimbang akan membantu menciptakan iklim politik yang
sehat, di mana setiap pihak merasa didengar dan dihargai (Hikmat, 2020).

Penerapan etika komunikasi politik yang berlandaskan sila kedua juga
mengharuskan politisi dan pembuat kebijakan untuk memiliki empati terhadap
masyarakat yang termarjinalkan atau kurang beruntung. Mereka harus mampu
menyampaikan pesan politik yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas,
tetapi juga memberi perhatian pada kelompok minoritas atau yang terdampak kebijakan
yang tidak adil. Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika seharusnya mendorong
dialog dan keterlibatan sosial yang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak semua
anggota masyarakat, tanpa kecuali. Dengan demikian, sila kedua Pancasila akan
terwujud dalam praktik komunikasi politik yang adil, manusiawi, dan menghargai
setiap individu.

c. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila ketiga

Sila ketiga Pancasila, yang berbunyi "Persatuan Indonesia," merupakan prinsip
dasar yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan keharmonisan di
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tengah keragaman masyarakat Indonesia (Aulia & Julita, 2024). Dalam konteks etika
narasi komunikasi politik, sila ketiga mengharuskan setiap narasi yang disampaikan
untuk membangun dan memperkuat rasa persatuan antarindividu dan kelompok, tanpa
memandang perbedaan agama, suku, ras, atau pandangan politik. Oleh karena itu,
narasi komunikasi politik yang beretika berlandaskan sila ketiga harus mengedepankan
nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, serta menghindari segala bentuk polarisasi yang
dapat merusak keharmonisan sosial.

Dalam prakteknya, komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga Pancasila
harus mampu meredakan ketegangan sosial dan menyatukan masyarakat yang beragam
(Novanda et al., 2024). Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan pesan-
pesan yang mengutamakan kebersamaan dan tujuan bersama, bukan sekadar
kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Politisi dan aktor politik lainnya harus
menyadari bahwa dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia, narasi yang
dibangun harus lebih menekankan pada persatuan, bukan perpecahan. Dalam hal ini,
etika narasi komunikasi politik harus selalu berfokus pada membangun solidaritas
antarwarga negara dan menghindari penyebaran retorika yang dapat memecah belah.

Sebagai landasan etika dalam komunikasi politik, prinsip ini mendorong
partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam diskursus politik. Narasi yang
dibangun oleh politisi atau media massa seharusnya tidak hanya berfokus pada
memenangkan perdebatan atau menarik simpati berdasarkan kepentingan kelompok,
tetapi harus mencerminkan upaya untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh bangsa.
Dalam hal ini, komunikasi politik yang beretika harus menekankan pada pentingnya
dialog yang konstruktif dan saling mendengarkan, dengan tujuan akhir memperkuat
persatuan dan kesejahteraan bersama.

Etika narasi komunikasi politik berlandaskan sila ketiga Pancasila juga berarti
menghindari penggunaan politik identitas yang dapat memperburuk polarisasi di
masyarakat. Di era digital seperti saat ini, narasi politik yang berbasis identitas
seringkali digunakan untuk meraih simpati kelompok tertentu, meskipun dengan cara
yang dapat membangkitkan perasaan kebencian terhadap kelompok lain (Kuswandoro,
2023). Oleh karena itu, penting bagi aktor politik dan media untuk menjaga narasi
mereka agar tidak terjerumus dalam narasi yang mengarah pada ketegangan antar
kelompok, baik itu berdasarkan agama, ras, etnis, atau pandangan politik. Komunikasi
politik yang etis berlandaskan sila ketiga harus menjaga keseimbangan antara mengakui
keberagaman dan menjaga kesatuan bangsa (Hidayat & Suwanto, 2020).

Selain itu, sila ketiga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan di
seluruh wilayah Indonesia. Narasi komunikasi politik yang beretika harus mampu
menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, serta mendorong kebijakan yang
dapat memperkuat kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dalam
konteks ini, politisi dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa narasi yang
mereka bangun tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga
memperhatikan daerah-daerah yang terpinggirkan atau kurang berkembang. Etika
komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga harus berkomitmen pada
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, demi mewujudkan persatuan yang sejati
(Aryansyah & Fadhli, 2024).
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Media massa juga memegang peranan penting dalam membentuk narasi
komunikasi politik yang berlandaskan sila ketiga Pancasila. Sebagai agen utama dalam
penyebaran informasi, media harus menjaga objektivitas dan tidak berpihak pada
kepentingan kelompok tertentu yang dapat merusak persatuan bangsa (Aisyah et al.,
2022). Etika narasi komunikasi politik di media harus mengutamakan keberagaman dan
keberlanjutan dalam menyajikan informasi, dengan tujuan untuk memperkaya
pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik yang ada, bukan untuk memperburuk
polarisasi sosial. Dengan demikian, media memiliki tanggung jawab besar untuk
menyajikan narasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan
bersatu (Iskandar, 2018).

Dalam mengimplementasikan sila ketiga dalam komunikasi politik, tantangan
utama yang dihadapi adalah mengatasi fenomena polarisasi yang semakin tajam dalam
masyarakat. Polarisasi politik yang berlebihan dapat mengancam persatuan Indonesia,
karena menciptakan sekat-sekat sosial yang mempersulit tercapainya konsensus
nasional. Karena itu, sangat penting bagi pemimpin politik dan aktor publik untuk
menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip persatuan dengan senantiasa
mengedepankan narasi yang mendorong penyelesaian masalah secara damai dan
harmonis. Narasi politik yang beretika, yang berlandaskan sila ketiga, harus dapat
menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersatu, meskipun dalam keragaman yang
ada, demi kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia.

d. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila
keempat

Sila keempat Pancasila, berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki makna mendalam
terkait dengan etika narasi komunikasi politik di Indonesia (Samosir et al., 2023). Sila
ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah untuk mufakat dan sistem perwakilan
dalam pembuatan keputusan politik yang demokratis. Dalam konteks komunikasi
politik, etika narasi yang berlandaskan sila keempat menuntut agar setiap narasi yang
disampaikan oleh politisi atau media massa dapat mencerminkan prinsip-prinsip
musyawarah, inklusivitas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan (Bakry et
al., 2024). Narasi yang dibangun harus mendorong keterlibatan seluruh elemen
masyarakat dalam proses politik dan menghindari dominasi suara kelompok tertentu
yang dapat mengabaikan kepentingan umum.

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, sila keempat juga mengajak setiap
aktor politik untuk mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap
narasi politik yang dibangun. Musyawarah untuk mufakat menuntut adanya saling
mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta mencari solusi yang dapat
diterima oleh semua pihak (Utari et al., 2023). Dalam hal ini, etika narasi komunikasi
politik yang berlandaskan sila keempat harus mempromosikan pola komunikasi yang
bersifat dialogis, bukan monologis. Politisi dan aktor politik harus berkomitmen untuk
tidak hanya mendengarkan suara mayoritas, tetapi juga memberikan ruang bagi
minoritas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi
kehidupan mereka.

Selain itu, sila keempat menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang
perwakilan dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks komunikasi politik, narasi
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yang dibangun harus memastikan bahwa hak setiap individu atau kelompok untuk
diwakili dalam sistem perwakilan dihargai dan dilindungi. Setiap individu, terlepas dari
status sosial, agama, atau latar belakang politik, harus merasa bahwa suara mereka
dihargai dalam proses pembuatan kebijakan (Tarigan, 2024). Oleh karena itu, narasi
yang berlandaskan sila keempat harus mendorong komunikasi yang terbuka,
transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, agar kebijakan yang diambil benar-
benar mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan.

Sila keempat juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan
keputusan politik. Dalam hal ini, etika narasi komunikasi politik berlandaskan sila
keempat harus mendorong politisi untuk tidak hanya mempertimbangkan keuntungan
jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang
diambil. Keputusan politik yang diambil dengan kebijaksanaan harus berfokus pada
kesejahteraan seluruh rakyat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan
sosial, ekonomi, dan budaya (Putri et al., 2024). Narasi politik yang beretika harus
mampu memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang dasar keputusan yang
diambil, sehingga masyarakat dapat memahami alasan dan tujuan dari setiap kebijakan
yang diterapkan (Wirata, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan sila keempat dalam komunikasi
politik adalah adanya kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan kelompok
tertentu di atas kepentingan umum. Politisi atau partai politik yang hanya berfokus pada
kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri cenderung menyampaikan narasi
yang tidak inklusif, yang justru dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, sangat
penting bagi setiap aktor politik untuk menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat,
yang tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau pihak yang berkuasa, tetapi
juga melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan politik yang adil dan
berkeadilan.

Etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila keempat juga
mengharuskan politisi dan media massa untuk menjaga integritas serta tanggung jawab
dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dalam proses komunikasi politik,
informasi yang disampaikan harus bersifat jujur, tidak menyesatkan, dan menghindari
manipulasi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Media massa, sebagai salah
satu agen utama dalam penyebaran informasi, memiliki tanggung jawab besar untuk
menyaring dan menyebarkan informasi yang dapat membangun pemahaman
masyarakat tentang isu-isu politik secara adil dan objektif (Putra, 2019). Media harus
berfungsi sebagai penghubung bagi masyarakat untuk memahami kebijakan yang
diambil beserta alasan di balik keputusan tersebut, sehingga mendorong partisipasi
yang lebih aktif dalam proses politik.

Akhirnya, penerapan etika komunikasi politik berlandaskan sila keempat
Pancasila akan menghadapi tantangan dari politisasi isu-isu tertentu yang sering kali
digunakan untuk memecah belah masyarakat. Dalam era digital, disinformasi dan
narasi yang bersifat provokatif atau sensasional sering kali digunakan untuk
memenangkan kontestasi politik, meskipun dengan mengorbankan prinsip musyawarah
dan mufakat (Bulkhani et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor politik
dan media untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dan kesadaran sosial
dalam setiap narasi yang dibangun. Narasi komunikasi politik yang beretika harus
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mampu meredakan ketegangan politik dan sosial, dan lebih fokus pada upaya untuk
mencari solusi yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Etika Narasi Komunikasi Politik Berlandaskan Ideologi Pancasila: Sila kelima

Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia,” mengandung makna yang mendalam mengenai pentingnya pemerataan,
kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Larasati,
2024). Dalam konteks etika narasi komunikasi politik, sila ini mengharuskan setiap
narasi yang dibangun oleh politisi, media, maupun aktor publik lainnya untuk
mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh
elemen bangsa, tanpa ada diskriminasi atau ketimpangan sosial. Narasi komunikasi
politik yang beretika harus mengedepankan pesan-pesan yang mengutamakan distribusi
kekayaan, kesempatan, dan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi
kelompok yang paling terpinggirkan.

Penerapan sila kelima dalam komunikasi politik berarti mengutamakan
kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, baik di
sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal akses terhadap berbagai
sumber daya lainnya (Rachbini & Abdulah, 2020). Dalam hal ini, narasi yang
berlandaskan keadilan sosial harus menyoroti permasalahan ketidaksetaraan yang ada
di masyarakat, serta menyampaikan solusi yang dapat mengatasi ketimpangan tersebut.
Sebagai contoh, narasi yang dibangun oleh politisi atau media harus mengkritisi
kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok kaya atau elit, serta mendorong
pembaruan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat miskin atau kelompok
marginal.

Narasi komunikasi politik yang berlandaskan sila kelima juga mengharuskan
adanya perhatian khusus terhadap isu-isu sosial yang berhubungan dengan hak asasi
manusia. Komunikasi politik harus memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok
yang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, dan
masyarakat adat, yang sering kali terabaikan dalam pembuatan kebijakan. Politisi dan
media memainkan peran krusial dalam membentuk narasi yang memberikan suara
kepada kelompok-kelompok tersebut, dengan tujuan memastikan mereka mendapatkan
akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak
dasar lainnya sebagai bagian dari keadilan sosial.

Dalam membangun narasi yang berlandaskan sila kelima Pancasila, penting
untuk menghindari politik yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu, yang bisa memperburuk ketidakadilan sosial. Komunikasi politik yang etis
harus dapat membedakan antara kepentingan politik jangka pendek dan kesejahteraan
jangka panjang seluruh rakyat (Al-Jihad, 2018). Sering kali, narasi yang dibangun
dalam politik cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek bagi sebagian kecil
elit politik atau bisnis. Dengan demikian, sangat penting bagi narasi politik yang
beretika untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya
menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan
masyarakat secara keseluruhan.

Etika komunikasi politik juga menuntut agar setiap kebijakan yang diusung
memiliki dasar keadilan yang jelas dan transparan. Dalam hal ini, narasi yang dibangun
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oleh para politisi dan aktor politik lainnya harus mampu menjelaskan dengan gamblang
bagaimana suatu kebijakan akan mempengaruhi masyarakat, serta mengapa kebijakan
tersebut diambil demi kesejahteraan bersama. Narasi yang mencerminkan prinsip
keadilan sosial harus menyertakan alasan yang jelas mengenai bagaimana kebijakan
tersebut akan mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi
semua lapisan masyarakat. Sebagai hasilnya, transparansi informasi dan keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangatlah krusial dalam komunikasi
politik yang beretika.

Pentingnya sila kelima dalam komunikasi politik juga terlihat dalam cara media
massa menyampaikan informasi kepada publik. Media memiliki peran besar dalam
membentuk persepsi publik tentang isu-isu sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, media
harus berhati-hati dalam membangun narasi yang berkaitan dengan isu-isu
ketidakadilan sosial, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak
menambah kebingungan atau polarisasi sosial. Media yang bertanggung jawab akan
menampilkan narasi yang objektif, mendidik, dan menghargai berbagai sudut pandang
untuk mendorong terciptanya solusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat
(Revolusi, 2024).

Namun, tantangan utama dalam mengimplementasikan sila kelima dalam narasi
komunikasi politik adalah fenomena ketidakadilan struktural yang masih ada di banyak
aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang sangat tajam
antara yang kaya dan yang miskin, akses pendidikan yang terbatas di daerah-daerah
terpencil, serta kesulitan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, adalah
beberapa contoh dari ketidakadilan sosial yang masih harus diatasi (Susiana, 2015).
Oleh karena itu, komunikasi politik yang beretika harus terus mengangkat isu-isu ini
dengan cara yang konstruktif, mendesak adanya perubahan yang nyata, dan tidak
terjebak dalam retorika politik yang hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek.

Akhirnya, komunikasi politik yang berlandaskan sila kelima Pancasila harus
memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
dan merata. Dalam hal ini, narasi politik yang dibentuk seharusnya tidak hanya fokus
pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil-hasil pembangunan yang
merata. Etika dalam narasi komunikasi politik harus mengedepankan kebijakan yang
dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, mengurangi angka kemiskinan, serta
memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara
adil. Sila kelima Pancasila mengharuskan narasi politik yang disampaikan tidak hanya
membahas tentang kemajuan, tetapi juga bagaimana setiap warga negara Indonesia
dapat merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Tantangan Dalam Implementasi Etika Narasi Komunikasi Politik

Meskipun Pancasila menyediakan pedoman yang jelas dalam membangun narasi
komunikasi politik yang etis, tantangan dalam implementasinya cukup besar. Salah satu
tantangan terbesar adalah dominasi media sosial yang semakin memengaruhi pola komunikasi
politik di Indonesia (Zuhdi, 2020). Media sosial, dengan sifatnya yang cepat dan mudah
diakses, sering kali menjadi arena bagi penyebaran narasi yang tidak beretika, seperti hoaks,
disinformasi, dan ujaran kebencian (Bastian et al., 2018). Hal ini dapat menciptakan polarisasi
yang lebih tajam di masyarakat, bertentangan dengan semangat Pancasila yang
mengedepankan persatuan dan keharmonisan.
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Selain itu, budaya politik yang sering kali pragmatis juga menjadi kendala dalam
menciptakan narasi komunikasi politik yang berlandaskan Pancasila (Heryanto, 2018). Dalam
beberapa kasus, politisi cenderung mengorbankan nilai-nilai etika demi mencapai tujuan
politiknya. Misalnya, dalam upaya untuk menarik simpati atau suara rakyat, narasi yang
dibangun terkadang memanfaatkan perbedaan yang ada, alih-alih mengedepankan kesatuan
(Lubis & Damanik, 2023). Di sisi lain, media massa yang tidak selalu menjaga
independensinya juga turut memperburuk situasi dengan menayangkan berita yang
sensasional, yang lebih menonjolkan konflik daripada solusi (Dhinanti et al., 2024).

Penting untuk memperhatikan bahwa penerapan etika dalam narasi komunikasi politik
memerlukan peran serta semua pihak, termasuk media, masyarakat, dan lembaga negara.
Diperlukan peraturan yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran
informasi di media massa dan media sosial, agar narasi yang berkembang tetap mencerminkan
prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai
Pancasila perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi
yang diterima dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga etika dalam komunikasi
politik.

Peran Media Dalam Membangun Narasi Politik Berlandaskan Pancasila

Media memegang peran yang sangat krusial dalam membentuk narasi komunikasi
politik di Indonesia. Sebagai saluran informasi yang utama bagi masyarakat, media massa dan
media sosial harus dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga etika komunikasi
politik yang berlandaskan Pancasila (Sarihati et al., 2022). Media tidak hanya bertugas untuk
menginformasikan, tetapi juga untuk mendidik publik tentang pentingnya berkomunikasi
secara etis dan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini dapat dilakukan dengan
memperhatikan kualitas pemberitaan yang objektif, tidak berpihak, serta menghindari konten
yang memecah belah dan merugikan pihak lain.

Selain itu, media harus mengutamakan keberagaman dalam penyajian informasi dan
narasi politik. Dengan menghargai perbedaan dan mengedepankan dialog yang konstruktif,
media dapat membantu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan harmonis. Oleh karena
itu, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam media, baik dalam pemberitaan maupun dalam
penyajian opini, harus menjadi bagian integral dari praktek jurnalistik yang etis dan
bertanggung jawab (HENDRIYANTO, 2024). Dengan demikian, media dapat menjadi agen
penting dalam mewujudkan komunikasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila,
yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menekankan bahwa etika dalam narasi komunikasi politik yang
berlandaskan pada ideologi Pancasila memiliki peran vital dalam membentuk iklim politik
yang sehat dan demokratis di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan dasar
moral dan etis yang mengatur perilaku politik serta komunikasi dalam proses pengambilan
keputusan. Setiap sila dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, hingga keadilan sosial, memberikan pedoman yang jelas bagi para aktor politik
dan media untuk menyampaikan narasi yang mendukung tujuan nasional, yaitu tercapainya
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa,” menggarisbawahi pentingnya
menghormati keberagaman agama dalam narasi politik. Dalam komunikasi politik yang
beretika, narasi yang dibangun harus mampu menciptakan toleransi antarumat beragama dan
menghindari retorika yang dapat menimbulkan perpecahan. Sila kedua hingga keempat, yang
menekankan pada kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, memberikan fondasi untuk
membangun narasi politik yang inklusif, demokratis, serta mengedepankan kebijaksanaan
dalam pembuatan keputusan politik yang melibatkan semua lapisan masyarakat.

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menuntut agar
narasi komunikasi politik senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam
setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, narasi yang dibangun harus mengurangi
ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat. Hal ini berarti
bahwa setiap narasi yang dikembangkan oleh aktor politik dan media harus mencerminkan
komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok marginal, serta
pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Etika dalam narasi komunikasi politik juga mengharuskan adanya transparansi,
kejujuran, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Media
massa memegang peran yang sangat penting dalam membangun narasi yang objektif,
mendidik, dan memperluas pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, media harus
mempertahankan independensinya dan menyampaikan informasi yang tidak hanya akurat,
tetapi juga mendukung kebenaran dan keadilan. Demikian pula, politisi harus berkomitmen
pada prinsip moral yang mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau
kelompok.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika narasi komunikasi
politik yang berlandaskan Pancasila dapat menciptakan komunikasi politik yang lebih damai,
adil, dan demokratis di Indonesia. Narasi yang etis berlandaskan ideologi Pancasila tidak hanya
berfokus pada kepentingan politik sesaat, tetapi juga pada tujuan jangka panjang untuk
membangun negara yang adil, sejahtera, dan bersatu. Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor
politik untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap komunikasi politik
yang mereka bangun demi kemajuan bangsa dan negara

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat
diterapkan untuk memperbaiki etika dalam narasi komunikasi politik di Indonesia. Pertama,
politisi dan aktor politik harus berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dalam membangun
narasi komunikasi politik, menghindari narasi yang memecah belah, serta berfokus pada
kepentingan masyarakat luas dan bukan kelompok tertentu. Kedua, media massa perlu berperan
aktif dalam menyampaikan informasi yang objektif, transparan, dan mendidik, serta
mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam pemberitaan politik. Untuk memperkuat
demokrasi, penting pula memperkuat budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan
keputusan politik, serta memastikan keterlibatan masyarakat dan suara-suara terpinggirkan.

Selain itu, pemerintah dan lembaga negara perlu meningkatkan kesadaran politik
masyarakat tentang etika komunikasi politik dengan memperluas program pendidikan yang
mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Para akademisi juga diharapkan untuk
terus mengembangkan kajian terkait etika narasi komunikasi politik yang berlandaskan
Pancasila. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, narasi komunikasi politik di Indonesia
dapat menciptakan suasana yang lebih damai, adil, dan berkontribusi pada pembangunan
bangsa yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
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